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	Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk komunikasi Humas Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam menyampaikan informasi layanan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat serta mengidentifikasi terjadinya miskomunikasi dalam proses tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memahami pengalaman dan persepsi informan terkait fenomena komunikasi yang terjadi. Kajian ini memiliki kebaruan karena masih terbatasnya penelitian yang secara spesifik mengkaji pengalaman subjektif masyarakat dan petugas dalam komunikasi layanan PKH, khususnya dari perspektif fenomenologi di tingkat daerah, sementara penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada efektivitas media atau kebijakan secara umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi humas dilakukan melalui komunikasi langsung (sosialisasi dan pelayanan informasi), media sosial, serta melalui pendamping program di lapangan. Namun, masih terjadi miskomunikasi yang disebabkan oleh keterbatasan media komunikasi, penggunaan bahasa birokratis yang sulit dipahami, kurangnya koordinasi internal antar petugas, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur layanan. Penelitian ini memberikan pemahaman empiris mengenai pola dan hambatan komunikasi humas dalam layanan bantuan sosial berbasis pengalaman para pelaku, serta memperkaya kajian komunikasi publik dalam konteks pelayanan sosial melalui pendekatan fenomenologi sekaligus rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas komunikasi lebih efektif, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat penerima manfaat.
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	Abstract - This study aims to determine the form of Public Relations communication of the South Sumatra Provincial Social Service in conveying information about Family Hope Program (PKH) services to the public and to identify miscommunications in the process. The study uses a qualitative approach with a phenomenological method to understand the experiences and perceptions of informants regarding the communication phenomena that occur. This study is novel because there is still limited research that specifically examines the subjective experiences of the community and officers in PKH service communication, especially from a phenomenological perspective at the regional level, while previous research tends to focus on the effectiveness of media or policies in general. The results of the study indicate that public relations communication is carried out through direct communication (socialization and information services), social media, and through program facilitators in the field. However, miscommunication still occurs due to limited communication media, the use of difficult-to-understand bureaucratic language, lack of internal coordination between officers, and poor public understanding of service procedures. This study provides an empirical understanding of the patterns and obstacles of public relations communication in social assistance services based on the experiences of the actors, and enriches the study of public communication in the context of social services through a phenomenological approach along with strategic recommendations to improve the effectiveness of communication to be more effective, transparent, and easily understood by beneficiary communities..
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PENDAHULUAN
	Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk program perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Anjani, 2025). Melalui program ini, keluarga penerima manfaat diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup serta memiliki peluang yang lebih besar untuk keluar dari kondisi kemiskinan. Dalam pelaksanaan program perlindungan sosial seperti PKH, komunikasi memiliki peranan yang sangat penting. Informasi mengenai prosedur pendaftaran, persyaratan penerima bantuan, mekanisme pencairan bantuan, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh keluarga penerima manfaat perlu disampaikan secara jelas, tepat, dan mudah dipahami. Penyampaian informasi yang tidak efektif berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang dapat menghambat keberhasilan program. Oleh karena itu, komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan sosial. Pada tingkat daerah, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan PKH memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi layanan kepada masyarakat. 
	Dalam hal ini, humas berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan berbagai informasi terkait kebijakan sosial. Humas tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator dalam membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam program (Sa’adiyyah et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, proses penyampaian informasi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih ditemukan berbagai kendala komunikasi yang menyebabkan masyarakat tidak memperoleh informasi secara lengkap dan jelas. Beberapa penerima bantuan mengaku mengalami kebingungan terkait jadwal pencairan bantuan, mekanisme perubahan data, maupun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi (Rafsanjani et al., 2025). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat yang berpotensi menimbulkan miskomunikasi. 
	Penelitian sebelumnya cenderung membahas komunikasi program bantuan sosial dari aspek efektivitas media, strategi komunikasi, atau implementasi kebijakan secara umum. Namun, kajian yang secara khusus mengkaji fenomena miskomunikasi dalam penyampaian informasi layanan PKH dari perspektif pengalaman langsung masyarakat dan pelaksana di tingkat daerah masih terbatas. 
	Dengan demikian, dalam penelitian ini terletak pada kurangnya kajian yang mendalam mengenai dinamika miskomunikasi dalam komunikasi humas berbasis pendekatan fenomenologi, khususnya pada konteks pelaksanaan PKH di daerah. Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses komunikasi humas Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam menyampaikan informasi layanan PKH kepada masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya miskomunikasi dalam proses penyampaian informasi tersebut.

KAJIAN LITERATUR
	Ludwig Von Bertalanffy pada tahun 1940 mengemukakan teori sistem terbuka yang berasal dari sumber buku The Social Psychology of Organizations yang dipopulerkan oleh Daniel Katz Tahun 1966, dan edisi berikutnya tahun 1978. Dimana teori ini menjelaskan bahwa bidang kehumasan sebagai sebuah sistem yang selalu berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan luar, seperti masyarakat, media, pemerintah, dan stakeholder lainnya (Mahyudin et al., 2021).  Teori ini berangkat dari pandangan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan untuk mempengaruhi atau mengubah sikap, pendapat, maupun perilaku penerima pesan. Dalam konteks organisasi, teori ini menegaskan bahwa komunikasi memiliki peranan penting dalam mendukung kelancaran kegiatan organisasi serta dalam menyampaikan informasi kepada pihak internal maupun eksternal organisasi. Penerapan teori sistem terbuka dalam pelayanan publik menekankan bahwa komunikasi yang efektif sangat diperlukan agar masyarakat dapat memahami informasi layanan yang diberikan oleh pemerintah. Komunikasi pelayanan publik harus dilakukan secara jelas, terbuka, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat (Juariyah, 2020). 
	Dalam hal ini miskomunikasi yang terjadi pada Humas Dinas Sosial Provinsi Sumsel disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan persepsi, penggunaan bahasa yang tidak jelas, keterbatasan media komunikasi, serta kurangnya koordinasi dalam penyampaian informasi. Namun, jika ditinjau dari penelitian-penelitian sebelumnya, Sebagian besar menjelaskan bahwa organisasi merupakan sistem yang selalu berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Organisasi menerima berbagai informasi dari lingkungan sebagai masukan, kemudian memproses informasi tersebut dalam sistem internal organisasi, dan menghasilkan keluaran berupa kebijakan atau informasi yang disampaikan kepada masyarakat (Suwardi, 2021). 
	Berdasarkan pemaparan teori sistem terbuka dan hasil penelitian terdahulu, dapat disintesiskan bahwa komunikasi humas dalam konteks pelayanan publik, khususnya pada Program Keluarga Harapan (PKH), merupakan suatu proses dinamis yang melibatkan interaksi berkelanjutan antara organisasi dan lingkungan eksternalnya. Teori sistem terbuka menekankan bahwa organisasi tidak bersifat tertutup, melainkan menerima input berupa informasi dari masyarakat, memprosesnya dalam sistem internal, dan menghasilkan output berupa kebijakan atau informasi layanan. Dalam teori sistem terbuka, umpan balik dari masyarakat sangat penting untuk memperbaiki sistem komunikasi organisasi. Asumsi teori ini menunjukan bahwa melalui umpan balik tersebut, organisasi dapat mengetahui apakah informasi yang disampaikan telah dipahami dengan baik oleh masyarakat atau masih memerlukan perbaikan (Widjaja & Setyagraha, 2025).
	Namun, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian sebelumnya, kendala seperti perbedaan persepsi, penggunaan bahasa yang kurang komunikatif, keterbatasan media, serta lemahnya koordinasi internal dapat mengganggu alur sistem komunikasi tersebut dan memicu terjadinya miskomunikasi (Susanti, 2025). Oleh karena itu, dalam kerangka pemikiran konseptual penelitian ini, komunikasi humas Dinas Sosial diposisikan sebagai sistem terbuka yang terdiri dari unsur input (informasi kebijakan dan kebutuhan masyarakat), proses (strategi komunikasi dan media yang digunakan), output (penyampaian informasi layanan PKH), serta feedback (respon masyarakat), dimana ketidakefektifan pada salah satu unsur tersebut akan berkontribusi terhadap munculnya miskomunikasi dalam penyampaian informasi layanan kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN
		Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap awal dimulai dengan penentuan fokus penelitian, yaitu miskomunikasi humas dalam penyampaian informasi layanan Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, peneliti menentukan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pihak humas, pendamping PKH, dan masyarakat penerima manfaat yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam proses komunikasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk menggali informasi secara detail, observasi untuk melihat langsung proses komunikasi yang berlangsung, serta dokumentasi sebagai data pendukung. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data dengan memilih informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk deskriptif, dan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan data pendukung. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini mampu menggambarkan secara jelas proses komunikasi humas serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya miskomunikasi dalam penyampaian informasi layanan PKH.
	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami pengalaman serta persepsi informan mengenai proses komunikasi yang terjadi dalam penyampaian informasi layanan Program Keluarga Harapan (Robby Yana et al., 2024). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang terdiri dari pejabat Dinas Sosial, staf humas, pendamping Program Keluarga Harapan, serta masyarakat penerima bantuan. Data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi, laporan program, buku, jurnal ilmiah, serta berbagai sumber literatur yang relevan dengan penelitian. Pendekatan fenomenologi digunakan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk memahami pengalaman, persepsi, serta pemaknaan informan terhadap proses komunikasi yang terjadi dalam penyampaian informasi layanan Program Keluarga Harapan (PKH) (Waruwu, 2023). Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menggali secara mendalam bagaimana informan merasakan, memahami, dan menafsirkan fenomena miskomunikasi yang terjadi di lingkungan Dinas Sosial. Fenomenologi memungkinkan peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai pengalaman subjektif informan terkait proses komunikasi tersebut. Dengan demikian, penelitian tidak hanya melihat peristiwa komunikasi secara umum, tetapi juga memahami makna yang dirasakan oleh para pelaku komunikasi. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.
	Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini dipilih karena peneliti menentukan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti. Informan yang dipilih merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses penyampaian informasi layanan Program Keluarga Harapan. Informan tersebut terdiri dari pejabat Dinas Sosial yakni ketua kehumasan, staf humas, pendamping Program Keluarga Harapan, serta masyarakat penerima bantuan. Pemilihan informan ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih relevan dan mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai fenomena miskomunikasi yang terjadi. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dapat mendukung tujuan penelitian secara optimal (Abdussamad, 2021).
	Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai dilakukan. Tahapan analisis dimulai dengan reduksi data yaitu proses memilih, memfokuskan, serta menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan penyajian data agar informasi yang diperoleh dapat tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Melalui proses tersebut peneliti dapat melihat pola, hubungan, serta makna dari data yang diperoleh di lapangan. Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti (Niam, 2024).
	Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyusun data hasil penelitian secara sistematis dan terstruktur. Data yang telah dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang menggambarkan fenomena komunikasi yang terjadi dalam penyampaian informasi layanan Program Keluarga Harapan. Penyajian data juga dilengkapi dengan kutipan hasil wawancara dari informan untuk memperkuat temuan penelitian . Selain itu, data yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi turut digunakan sebagai pendukung dalam menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan. Penyajian data ini bertujuan agar pembaca dapat memahami secara jelas hasil penelitian yang diperoleh. Dengan penyajian data yang sistematis, proses penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara lebih akurat (Taumalina, 2023).
	Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan program, buku, jurnal ilmiah, serta berbagai literatur yang relevan dengan penelitian (Abdussamad, 2021).  Dalam penelitian ini, informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari beberapa kategori, yaitu kasubbag umum kepegawaian dan ketua Humas Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang terlibat langsung dalam penyampaian informasi Program Keluarga Harapan (PKH), informan pendukung, yaitu staf humas atau pihak terkait yang membantu proses komunikasi kepada masyarakat; serta informan utama, yaitu masyarakat penerima manfaat PKH yang mengalami langsung proses penerimaan informasi layanan

Tabel 1. Informan Penelitian
	No
	Kategori Informan
	Keterangan

	1.
	Pejabat Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
	Kepala Dinsos

	2.
	Pejabat internal Dinas Sosial
	Kepala Humas

	3.
	Staf Pelayanan di bidang layanan PKH
	Staf Humas Dinsos Sumsel

	4.
	Budi Hartono
	Masyarakat Penerima Bantuan Sosial PKH

	5.
	Nurhayati Cahyani
	Masyarakat Penerima Bantuan Sosial PKH

	6.
	Dadang Harimurti
	Masyarakat Penerima Bantuan Sosial PKH

	7.
	Suci Fitria
	Masyarakat Penerima Bantuan Sosial PKH

	8.
	Citra Kendati
	Masyarakat Penerima Bantuan Sosial PKH

	9.
	Irma Putri Lestari
	Masyarakat Penerima Bantuan Sosial PKH

	10.
	Nanda Kurnia Sari
	Masyarakat Penerima Bantuan Sosial PKH


Sumber: Penelitian (2025)
	
	Jumlah informan tersebut dinilai memadai karena telah mewakili berbagai perspektif yang terlibat langsung dalam proses komunikasi layanan PKH serta telah mencapai titik kejenuhan data (data saturation), dimana informasi yang diperoleh sudah berulang dan tidak menunjukkan temuan baru. Karakteristik informan dalam penelitian ialah Heterogen, karena melibatkan berbagai latar belakang, baik dari sisi peran (pegawai, pendamping, dan masyarakat), tingkat pendidikan, maupun pengalaman dalam menerima atau menyampaikan informasi layanan PKH. Keberagaman karakteristik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai proses komunikasi yang terjadi serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya miskomunikasi dalam pelayanan publik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, keabsahan data dapat terjaga dan hasil penelitian menjadi lebih kredibel (Niam, 2024).
	Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah seluruh data dianalisis dan disajikan secara sistematis. Pada tahap ini peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah diperoleh untuk menemukan makna serta menjawab rumusan masalah penelitian dimana penyajiannya disusun berdasarkan keterkaitan antara hasil penelitian dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena miskomunikasi dalam penyampaian informasi layanan Program Keluarga Harapan (PKH).

PEMBAHASAN
	Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan melalui komunikasi langsung dan media sosial. Komunikasi langsung dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjelaskan tujuan program, persyaratan penerima, serta mekanisme pelaksanaan bantuan. Sementara itu, media sosial dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi terkait jadwal pencairan bantuan, kebijakan terbaru, dan klarifikasi informasi. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala yang menyebabkan terjadinya miskomunikasi antara petugas dan masyarakat. Kendala tersebut berkaitan dengan keterbatasan akses informasi, penggunaan bahasa birokratis, serta kurangnya koordinasi internal dalam penyampaian informasi (Maiyondra & Eriend, 2025). Temuan ini memperkuat bahwa efektivitas komunikasi publik dalam penyampaian informasi program pemerintah sangat dipengaruhi oleh cara penyampaian pesan dan media komunikasi yang digunakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi langsung melalui sosialisasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara jelas dan dapat melakukan interaksi langsung dengan petugas. Hal ini membantu masyarakat memahami program secara lebih baik dibandingkan hanya melalui media digital. Selain itu, penggunaan media sosial juga menjadi sarana penting dalam menjangkau masyarakat secara lebih luas dan cepat. Dengan demikian, kombinasi komunikasi langsung dan media digital menjadi strategi yang penting dalam penyampaian informasi layanan publik (Susanti, 2025).
	Dari sisi faktor pendukung, penelitian ini menemukan bahwa adanya kegiatan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat menjadi salah satu faktor yang membantu kelancaran penyampaian informasi program. Melalui sosialisasi, masyarakat dapat memperoleh penjelasan secara langsung mengenai program bantuan sosial yang mereka terima. Selain itu, keberadaan media sosial juga mendukung penyebaran informasi secara lebih cepat dan luas kepada masyarakat. Media sosial memungkinkan instansi pemerintah untuk menyampaikan informasi terbaru secara efisien. Dengan adanya kedua bentuk komunikasi tersebut, proses penyampaian informasi kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih efektif (Saputra et al., 2023). Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya miskomunikasi dalam penyampaian informasi layanan Program Keluarga Harapan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang ditemukan adalah keterbatasan akses informasi bagi sebagian masyarakat yang tidak aktif menggunakan media sosial. Selain itu, penggunaan bahasa birokratis dalam penyampaian informasi juga menyulitkan masyarakat dalam memahami prosedur program. Faktor lainnya adalah kurangnya koordinasi internal antar petugas yang dapat menyebabkan perbedaan informasi yang diterima masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem komunikasi organisasi masih perlu diperbaiki agar informasi yang disampaikan dapat lebih jelas dan konsisten (Supriyanto & Noegroho, 2024).
	Hasil analisis dan wawancara menunjukkan bahwa komunikasi humas Dinas Sosial dalam menyampaikan informasi layanan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan melalui komunikasi langsung dan media sosial, yang dalam perspektif teori sistem terbuka dapat dipahami sebagai alur input–proses–output–feedback dalam sistem komunikasi organisasi. Komunikasi langsung melalui sosialisasi berperan sebagai proses utama dalam mentransformasikan informasi kebijakan menjadi pemahaman masyarakat, sedangkan media sosial menjadi saluran distribusi informasi yang memperluas jangkauan output organisasi (Zuniananta, 2021). 
	Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu informan yakni staf kehumasan Dinsos: 
“Kalau sosialisasi langsung, masyarakat biasanya lebih paham karena bisa langsung tanya jawab, beda dengan media sosial yang kadang mereka hanya baca sekilas”. 
	Temuan ini menunjukkan bahwa interaksi langsung memungkinkan terjadinya umpan balik secara segera, sehingga memperkuat efektivitas komunikasi (Amanda et al., 2022).
	Jika dikaitkan dengan teori sistem terbuka, temuan ini menunjukkan bahwa proses komunikasi humas dapat dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri dari input, proses, output, dan feedback. Informasi kebijakan dan kebutuhan masyarakat berperan sebagai input, kemudian diproses melalui strategi komunikasi seperti sosialisasi dan media sosial, menghasilkan output berupa penyampaian informasi layanan PKH. Namun, ketidakefektifan pada tahap proses dan output, seperti penggunaan bahasa yang tidak sesuai dan ketidakkonsistenan informasi, menyebabkan pesan tidak diterima dengan baik oleh masyarakat. Selain itu, pengelolaan feedback yang belum optimal menunjukkan bahwa organisasi belum sepenuhnya responsif terhadap lingkungan eksternal, sehingga perbaikan sistem komunikasi belum berjalan secara maksimal. Hal ini tercermin dari pernyataan informan masyarakat penerima bantuan PKH:
“Kami kadang bingung, informasi dari humas secara langsung beda dengan yang kami lihat di media sosial, jadi tidak tahu mana yang benar”. 
Kondisi tersebut menunjukkan adanya masalah koordinasi internal yang menyebabkan inkonsistensi informasi sebagai output organisasi, hasil ini sejalan dengan temuan bahwa keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh penggunaan media, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan pesan, konsistensi informasi, serta koordinasi internal. Penelitian (Supriyanto & Noegroho, 2024) menegaskan bahwa penggunaan bahasa yang tidak komunikatif dan lemahnya koordinasi menjadi faktor utama miskomunikasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menekankan pentingnya pengelolaan seluruh unsur komunikasi secara terintegrasi agar penyampaian informasi layanan publik dapat berjalan lebih efektif.
	Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa komunikasi humas dalam penyampaian informasi Program Keluarga Harapan (PKH) belum berjalan optimal karena masih terdapat perbedaan pemahaman antara pihak penyampai informasi dan masyarakat sebagai penerima. Informan dari pihak humas menyatakan bahwa informasi telah disampaikan melalui sosialisasi dan media sosial, namun masyarakat mengungkapkan bahwa informasi yang diterima seringkali tidak lengkap dan sulit dipahami. Hal ini disebabkan oleh penggunaan bahasa yang terlalu birokratis serta penyampaian informasi yang belum menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat. Selain itu, komunikasi langsung melalui sosialisasi dinilai lebih efektif karena memungkinkan interaksi dua arah, tetapi keterbatasan frekuensi kegiatan menyebabkan tidak semua masyarakat memperoleh informasi secara merata, sementara media sosial belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
	Di sisi lain umpan balik dari masyarakat belum dikelola secara optimal sebagai bahan evaluasi, sehingga permasalahan komunikasi cenderung berulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa miskomunikasi terjadi akibat ketidaksesuaian penyampaian pesan, keterbatasan media, serta lemahnya koordinasi dan pengelolaan respons masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam strategi komunikasi melalui penggunaan bahasa yang lebih sederhana, peningkatan konsistensi informasi, serta penguatan koordinasi dan evaluasi agar penyampaian informasi layanan PKH dapat berjalan lebih efektif dan mudah dipahami masyarakat.
	Informan masyarakat penerima bantuan sosial PKH menyampaikan bahwa: “Bahasanya terlalu resmi, jadi sulit dimengerti oleh kami yang awam”. Dalam perspektif teori sistem terbuka, kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi belum sepenuhnya optimal dalam mengelola umpan balik dari lingkungan eksternal sebagai dasar perbaikan sistem komunikasi. Berdasarkan analisis deskriptif, miskomunikasi terjadi karena adanya gangguan pada unsur-unsur sistem komunikasi, dan informasi yang disampaikan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat, sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman antara penyampai dan penerima pesan sehingga yang mengakibatkan bahwa proses komunikasi belum berjalan secara adaptif terhadap lingkungan eksternal.
	Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, temuan ini sejalan dengan studi terdahulu yang menekankan pentingnya kombinasi komunikasi langsung dan media digital dalam meningkatkan efektivitas penyampaian informasi publik. Namun, penelitian ini memberikan penekanan lebih lanjut bahwa keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh media yang digunakan, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan pesan, konsistensi informasi, serta koordinasi internal. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perbaikan sistem komunikasi secara menyeluruh dan terintegrasi sangat diperlukan agar penyampaian informasi layanan PKH dapat berlangsung lebih efektif, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Penelitian (Supriyanto & Noegroho, 2024) yang mengidentifikasi bahasa birokratis dan lemahnya koordinasi sebagai penyebab miskomunikasi, tetapi penelitian ini memperluasnya melalui perspektif sistem terbuka dengan menyoroti pentingnya pengelolaan input, proses, output, dan terutama feedback sebagai dasar evaluasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguatkan temuan sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi baru dengan menekankan pentingnya pengelolaan komunikasi yang terintegrasi dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
	Oleh karena itu penelitian ini menegaskan bahwa proses komunikasi antara organisasi dan masyarakat perlu dikelola secara lebih efektif agar penyampaian informasi layanan publik dapat berjalan dengan baik. Dalam perspektif sistem terbuka, organisasi perlu memperhatikan interaksi dengan lingkungan eksternal, termasuk bagaimana informasi disampaikan kepada masyarakat. Umpan balik dari masyarakat menjadi bagian penting untuk mengetahui apakah informasi yang disampaikan sudah dipahami dengan baik atau belum. Melalui evaluasi terhadap umpan balik tersebut, organisasi dapat memperbaiki sistem komunikasi yang ada. Dengan demikian, penyampaian informasi layanan Program Keluarga Harapan dapat dilakukan secara lebih jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hasil temuan dan hasil dari proses wawancara serta perbandingan dengan temuan sebelumnya menunjukkan bahwa komunikasi humas Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam penyampaian informasi Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan melalui dua saluran utama, yaitu komunikasi langsung dan media sosial. Komunikasi langsung melalui sosialisasi terbukti lebih efektif karena memungkinkan interaksi dua arah dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh penjelasan secara rinci. Sementara itu, media sosial berperan dalam memperluas jangkauan informasi secara cepat. Namun, efektivitas komunikasi masih terhambat oleh beberapa kendala seperti keterbatasan akses informasi, penggunaan bahasa birokratis yang sulit dipahami, serta kurangnya koordinasi internal yang menyebabkan ketidakkonsistenan informasi.

PENUTUP
	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi humas memiliki peranan yang sangat penting dalam menyampaikan informasi layanan Program Keluarga Harapan kepada masyarakat. Humas Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan telah menggunakan berbagai saluran komunikasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat baik melalui komunikasi langsung maupun melalui media sosial. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya miskomunikasi dalam penyampaian informasi layanan PKH kepada masyarakat. Faktor-faktor tersebut antara lain keterbatasan media komunikasi, penggunaan bahasa birokratis yang sulit dipahami masyarakat, kurangnya koordinasi internal antar petugas, serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur layanan program. Oleh karena itu, Dinas Sosial Provinsi Sumsel diperlukan upaya peningkatan strategi komunikasi yang lebih efektif dan terbuka dalam penyampaian informasi layanan kepada masyarakat. Selain itu penggunaan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami juga sangat penting agar masyarakat dapat memahami informasi layanan secara lebih jelas. Dan bagi masyarakat sebagai penerima layanan PKH, penting untuk meningkatkan literasi informasi dan memanfaatkan saluran resmi sebagai rujukan utama. 
	Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teori sistem terbuka dalam konteks komunikasi pelayanan publik perlu menekankan pentingnya pengelolaan umpan balik (feedback) sebagai bagian dari evaluasi sistem komunikasi organisasi. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa miskomunikasi tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti rendahnya literasi masyarakat, tetapi juga oleh kelemahan internal organisasi dalam mengelola pesan dan koordinasi antar aktor komunikasi. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat dan memperkaya kajian teori sistem terbuka dengan menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi organisasi sangat ditentukan oleh keseimbangan antara input, proses, output, dan feedback dalam praktik komunikasi humas di sektor publik.
	Secara praktis, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan perlu meningkatkan strategi komunikasi yang lebih efektif, adaptif, dan terbuka dalam penyampaian informasi layanan kepada masyarakat. Penggunaan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami menjadi hal yang penting agar informasi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Selain itu, penguatan koordinasi internal serta optimalisasi penggunaan media komunikasi juga diperlukan untuk meminimalisir terjadinya perbedaan informasi. Bagi masyarakat sebagai penerima layanan PKH, penting untuk meningkatkan literasi informasi serta memanfaatkan saluran resmi sebagai sumber utama dalam memperoleh informasi.
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini hanya berfokus pada satu lokasi, yaitu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, sehingga temuan penelitian bersifat kontekstual dan belum dapat digeneralisasikan secara luas. Keterbatasan lainnya adalah masih adanya potensi subjektivitas dalam penggalian data melalui wawancara, yang sangat bergantung pada pengalaman dan persepsi masing-masing informan.
	Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai strategi komunikasi yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam menyampaikan informasi layanan publik dengan melibatkan jumlah informan yang lebih banyak serta cakupan wilayah yang lebih luas. Penelitian selanjutnya juga dapat mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai efektivitas komunikasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan..
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